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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub ik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaima a 
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tah n 
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengg 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebij 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan unt k 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19 dan/ a tau Dalam Rangka Menghadapi Anc* 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/a u 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Und g 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 Peratur 
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 ten 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu 
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daer 
pada SKPD yang menggunakan Pola Pengelolaan Keuang 
Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerin 
Kabupaten Wonogiri; 

Menimbang 

BUPATI WONOGIRI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKA 
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

TENT ANG 

NOMOR 3sTAHUN 2021 

PERATURAN BUPATI WONOGIRI 

PROVINS! JAWA TENGAH 

BUPATI WONOGIRI 
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1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan leh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut 
ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorni seluas-lua 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebag · a 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

: PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD Y NG 
MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BA AN 
LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERIN AH 
KABUPATEN WONOGIRI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

(Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2odo 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Repubtlk 
Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairn 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan - 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Ke ia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Norn r 
145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone ia 
Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaim 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peratur n 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelola 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Repub 'k 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533); ~ 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 20 6 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Mi1ik Daerah (Be ta 
Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); l 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 20 8 
Badan Layanan Umum Daerah ( Berita Negara Tah n 
2018 Nomor 1213); ~ 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tah n 
2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembar 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Norrior 
165). 
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(1) Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menertib an 
pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan ola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indone ia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengg a 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah 
yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Wonogiri. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ad 

lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
penyelenggara pemerintahan Daerah 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri. 
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pen 
Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melakukan Pengelolaan Keuan an 
Daerah. 

8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, ada ah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah a u 
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang diben uk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan bar g 
dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan 
dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi an 
prod uktivitas. I 

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya 
disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberi 
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bi nis 
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat d am 
rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan b sa 
sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah p da 
umumnya. 

10. Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disin kat 
BLUD-Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemeriltah 
Daerah yang menerapkan PPK-BLUD. 

11. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beber pa 
program. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat A BD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda 

13. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh tas 
beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

14. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jatab 
melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah. 
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(1) BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali a s 
persetujuan pejabat yang berwenang. 

(2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwu ud 
yang mempunyai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua be s) 
bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan a eh 
masyarakat umum. 

(3) Kewenangan pengalihan dan/ a tau penghapusan aset tetap sebagaim a 
dirnaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan j 
barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merup an 
pendapatan BLUD dan diungkapkan secara memadai dalam lapo an 
keuangan BLUD. 

(5) Pengalihan dan/ atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud p da 
ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atau Pimpi an 
Perangkat Daerah. 

(6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait Iangsung den an 
tugas dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan Bupati. 

(7) Tanah dan bangunan disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. L 
(8) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggar 

tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh Pemimpin BLUD dengan 
persetujuan Bupati. 

Pasal 4 

Pasal 3 

( 1) Barang milik BLUD dapat dihapus dan/ atau dialihkan kepada pihak 1tn 
atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/ af ~ 
dihibahkan. ~ 

(2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bar ng 
pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang ti ak 
memenuhi persyaratan sebagai aset tetap. 

(3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengallan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD. 

(4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat 3), 
dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD. 

BAB III 
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM 

DAE RAH 

(2) 
terkait dengan pentingnya pengelolaan Barang Milik Daerah pada SK.PD y g 
menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. 
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..... m 
~ 

* ::----i:~ru~ A DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 38 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENWONOGIRI, 

Diundangkan di Wonogiri 
pada tanggal ) Juni 2021 

Ditetapkan di Wonogiri 
Pada tanggal J Juni 2021 

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri. 

Pasal 5 

BAB IV 
KETENTUANPENUTUP 



1. Bahwa menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan BPK RI Perwakil 

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, TP. 3.2. Perda yang belum diatu 

dengan Perbup terkait pelaksanaan/ketentuan lebih lanjut terkai 

pengelolaan Barang Milik Daerah; 

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 dan Pasal 139 Peratur 

Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018, ketentuan lebih lanju 

mengenai tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan baran 

milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri d 

pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pol 

pengelolaan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah 

Wonogiri perlu diatur dengan Peraturan Bupati; 

B. RESUME PENYUSUNAN RAPERBUP 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola 

Barang Milik Negara/Daerah; 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedom 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 

Pengelolaan Barang Milik Daerah 

A. DASAR HUKUM 

PENJELASAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI 

TENTANG: 

1. TATA CARA PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN WONOGIRI; DAN 

2. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG 

MENGGUNAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 
SEKRET ARIAT DAE RAH 

JI. Kabupaten No. 4-6 Wooogiri 57612 
Telp. (0273) 321002,323433 Faks. (0273) 321328 

Email : setda gJ¥.onogmkab.go.1d Website: www.wonogirikab.go.i 



KEP~~AN HUKUM 

F. MEI DWI KUSWITANTI.SH, MHum 
Pembina Tk I 

NIP. 19740519 199903 2 007 

3. Bahwa pembinaan, pengendalian dan pengawasan barang milik daerJ 
dilakukan oleh : 
a. Pengguna barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau 
b. Pengelola barang melalui pemantauan dan investigasi; 

3. Bahwa pemantauan dan investigasi dapat ditindaklanjuti oleh pengelo~ 
barang dengan meminta aparat pengawasan intern Pemerintah Daer 
untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaat 
dan pemindahtanganan barang milik daerah; 1 

4. Bahwa barang milik BLUD dapat dihapus dan/atau dialihkan kepad4 
pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis denga cara dijual, dituk4 

dan/ atau dihibahkan; ~ 
5. Bahwa BLUD tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset teta 

kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang. Pengalihan dan/ata 

penghapusan aset tetap dilaporkan pada Bupati melalui Sekretanj· 
Daerah atau pimpinan Perangkat Daerah. Penggunaan aset teap untu 
kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLU 
harus mendapat persetujuan Bupati. 

6. Bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah yang diatur dalam Peratur 
Bupati berupa: 
f. Sewa; 
g. Pinjam pakai; 

h. Kerja sama pemanfaatan; 

i. Bangun guna serah dan bangun serah guna; dan 
J. Kerja sama penyediaan infrastruktur; 

7. Bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sepanjan 
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraa~ 
Pemerintahan Daerah dan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. 

8. Bahwa Barang Milik Daerah ysng merupakan objek retribusi daera 
tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan. 


